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AoPUDLIL NIUNESIA

PERATURAN MENTER| PERTANIAN REFUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/ Permentan/PK.210/7/2016

TENTANG

PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAL OLAHANNYA
KE DALAM WILAYAH NEGARA REFUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dengun Peraturan Menten Portaodan Nemo
S8/Permentan/PK.210/11 /2015 tentang Pemastishm
Karkas, Daging, Jercan, danfatau Olshannva ks
dalam Wilavalh Negara Republik Indonesio, telaby
ditetapkan pemasukan karkas, daging, deanjalac
olahannya ke dalam wilayah Negora Republik
Indonesia;

bahwa untuk mengoptimallkan pelayanan peimasuiian
karkas, daging, jernan, dan/atau olahannya, porid
menetapkan Peraturan Mentern Pertoman tonlang
Pemasukan Karkas, Daging, Jeoroan, dan/etay
Olahannya ke dalam Wilayah Neparn Ropublil

Indonesia;

Undang-Undang Nemer 16 Tahun 1992 tesfong
Karantina WHewan, lkan, dan Tumbohan (Lembarom
Negara Republik Indonesio Jalmn 1992 Nawvor 56,
Tambahan TLembaran Negara Repubbls  Indanesia
Momor 3483),



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing the World Trode
Organization {Persctujuan Pombentukan Organisas
Perdagangan Dunia)] (Lembaran Negara Republik
Indonesia- Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3564
Undang-Undang WNomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indones:a Nomor 3821);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Millk Megara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297),
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesshatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Megarn Republie Indonesia Nomor SG13)
sebagaimana telah dibah dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembarsn Negora
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619),
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tenfang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomaor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360},

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a12),

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran MNegara Republk
Indoriesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SOB7)
schagnimana teloh dua kali diubal terakhir dengan
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16.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 teatang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomer 69 Tahun 1999 tentang
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik
Indonssia Tahun 1999 Nemer 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867},
Peraturan Pemerintah Nomor B2 Tahun 2000 tentang
Karantina Hewan ([Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4004},
Peraturan Pemerntah Nomor 95 Tahun 2012 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Nomor 5356/,

Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Giz  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Noemor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680},
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 ‘tentang
Organisasi Kementerian Negara [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan
Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-20159;
Peraturan Mentert Pertanian Nomor 381/Kpts/
OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikas: Kontrol

Veteriner UInit Usaha Pangan Asal Hewan;



Menetapkan

17. Peraturan Menteri Pertaniun Nomor 94 /Permentan/
OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan
Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan
Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karanting (Berita Megara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 7] sebagaimana telah diubab dengan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor @4 /Permentan/
OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pertaman Nomor 94 [Permentan /OT.140/
12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran
Media Pembawa Penyakit Hewan Karantna dan
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor $28],

|8, Perataran Menteri Pertanian Nomor |17 Permentan
HK.300/11/2013 tentang Pelayanan  Perznan
Pertanian, Secara Online (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1323);

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan)
OT.010/8/2015 tentang Orgamsas) dan Tata herja
Kementerian, Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243),

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU
CLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REFUBLIK

INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Karkas Ruminansia adalah bagian dan tubub
ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal
dan benar, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan
kepala, kaki mulai dari tarsus/Karpus ke bawah,

organ reproduks: dan ambing, eker, serta lemak yang
berlebih.



Karkas Unggas adalah bagian dari tubuh unggas sehat
yvang telah disembelih secara halal dan benar, dicabutl
bulunya, dikeluarkan jeroan, dipotong kepala dan
leher serta kedua kakinya.

Karkas Babi adalah bagian dan tubuh babi sehat yang
telah dipotong, dikerok bulunya, dipisahkan kepala
dan kakinya, serta dikeluarkan jeroannya.

Daging adalah tagian dari otot skeletal larkas
ruminansia vang terdin atas Daging Potongan Primer
(Prime Cuf}, Dagping Potongan Selunder (Secoundary
Cut|, Damng Vanasi |Vanety/ Fancy Meatsj, dan Daging
Industri (Manufactunng Meaf).

Daging Potongan Primer (Prime Cuf] adalah potongan
daging ruminansia yang memilikn  keempukan,
jiticiness dan kunlitas terbaik, berupa potongan daging
dengan tulang dan tanpa tulang yang berasal dan
ternak ruminansia dalam bentuk segar dingin (clulled)
dan beku (frozen|

Daging Fotongan Sckunder (Secondary Cwi| adalab
potongan daging ruminansia di luar potongan primer
vang memiliki keempukan, juiciness dan kualitas di
bawah lkualitas potengan primer, berupa daging
dengan tulang dan tanpa tulang yang berasal daon
ternak ruminansia dalam bentuk segar dingin (efulled]
dan belou (frozen).

Daging Varias: (Varety/Fancy Meats) ndalah bagion
dari daging selasin Daging Potongan Primer, Daging
Potonigan Sekunder dan Daging Industil, berupa
potongan  daging dengan tulang dan tanpa tulang
dalam bentuk separ dingin (chilled) dan beku (frozen)
yang berasal dari teinak ruminansia.

Daging Industri (Manufacturing Meat] adalah bag:an
daging dalam bentuk bulky dan Daging Fotongan
Primer, Daging Potongan Sckunder dan Daging Variasi
vang digunakan untuk kebutuhan industri.
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Jercan [Edible Offah adalah jantung, hati, parg yang
berasal dan jenis lembu dan selain jenis lembu yang
lazim dan layak dikonsumsi manusia

Daging Olahan adalah daging yang diproses dengan
cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan
tambahan.

Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Karkss,
daging, jeroan, danfatau clahannya dari luar negen ke
dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
Bekomendasi Pemasukan yang selanjutnya dischut
Rekomendasi adalah keterangan tekms  yang
menyatakan karkas, daging, jeroan, dan/atau
olahannya  memeauhi  persyaratan kesehatan
masyarakat veterner.

Penyakit Hewsn Menular adalah penyakit  yang
ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan
manusia, serta hewan dan media pembawa pernyakit
hewan lainnya melalui kontak langsung ataul tidak
langsung dengan media perantara mekanis.

Zoonosis adalah penvakit yang dapat menular dari
hewan kepada manusia atau sebaliknya.

Keschutan Masyarakat Veteriner yang selanjutnyd
disebut Kesmpavet adalah  segala  urusan  YEng

berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang

secara langsung atau tidak langsung memengaruhl
kesehatan manusia.

Negara Asal Pemasukan yang gelanjutnya disehut
Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan
karkas, daging, joroan, dan/atan slahannya ke dalam
wilayah Negara Republik Indonesia.

Unit Usaha Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya
disebut Unit Usaha adalah suatu Unit Usaha di Negara
Asal vang menjalankan kegiatan produksi karkas,
daging, jervan, dan/atau olahannya secara teratur dan

terus menerus dengan tujuan komersial,



18. Nomor Kontrol Veterner (Estabhshment Number vang
selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikar scbagal
bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan
higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar (pre
requisite] sistem jaminan keamanan pangan pada unit
usaha pangan asal hewan

19. Otoritas Veteriner adalah kelembagean Pemermtah
atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawah dan
memiliki  kompetensi  dalam  penyelenggaraan
keschatan hewan.

20, Pelaku Usaha adalah orang perscorangan atau
korporasi, baik berbadan hukum maupun  tidak
berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang
peternakan dan kesehatan hewan

21. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang
melnksanakan urusan di bidang peternakan dan/atau
keschatan hewan:

27, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan
Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah
unit kerja pada Kementerian Pertaman yang
melaksanakan tugas perizinan pertanian.

23. Direktur Jenderal adalah pimpinan unit kerja Eselon |
di linglungan Kementerian Pertanian yang salah satu
tugas fungsinya melaksanakan tugas di bidang

Kesmavet.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagal dasar hulkum

dalam peclaksatiaan pomasukan, dengan tujuan wirtude:

a. melindungi  kesehatan dan  Ketenteraman  batin

masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan
lingkungan;

b. menjamin karkas, daging. jeroan, dan/atau olahannya
bebas darl Zoonosis dan Penvakil Hewan Menular,
bahaya kimiawi, dan bahaya fisik serta memenuhi
persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal bagi vang

dipersyarathkan untuk konsumsi manusia, dan
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memberikan  kelavcaran dan  kepastian  dalam
pemasukan  karkas, daging, jeroan, dan/atau
olahannya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi porsyaratan

pemasukan, tata cara pemasukan, dan penigawasan

(1]

()

)

(4]

(9]

BAB 11
PERSYARATAN PEMASUKAN

I"asal 4
Pemasukan Jdapat dilakukan ocleh Pelaku  Usaba,
Badan Usaha Milik Negara [BUMN), Badan Wsaha
Milik Daerah (BUMD), lembaga sosial, atau perwakilan
negara asing/ lembaga internasional.
Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, lembaga sosial, dan
perwakilan negara  asing/lembage internasional
sebapaimann dimaksud pada ayat (1] yang melakukan
pemasukan, wailb mendapatkan izin pemasukan dan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintalian
di bidang perdagangan.
Menterd yang menyelenggarakan urusan pemanntahan
di bidang perdagangan dalam memberikan Wi
pemasukan sebagaimana dimalsud pada ayat {2,
setelah  mefnpersleh Rekomendasi  darn Direkiur
Jenderzl atas nama Menteri, ssmuai lormat-1.
Direlkctur Jenderal dalam memberilan Relmmendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat {43) dilakukan
setelah mendapat saran dan pertimbangan teknis dan
Otoritas Vetleriner Kesmavet.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat [3)
wajib menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan
izin pemasukan.
Pelaley Usahs, BUMMN, BUMD, lembaga sosial, dan
perwakilan negara  asing/lembaga mternasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] wajib melakukan
pemasukan sesuai dengan Rekomendas: seDaganmnana
dimaksud pada ayat (3).



(1)

(2)

Pasal &
Lembage sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
harus berbadan usaha atau berbadan hukum vang
didirikan  menurut  hulkum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.

Perwakilan negara asing/lembapa  internasional
scbhagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 4 harus
berkedudukan di Indones:a.

Pasal 6

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dan Pasal 5, pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau
olahannya harus memenuhi persyaratan:

H
b.

1]

(2

(3]

jenis karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya;
masa penyimpanan karkas, daging, dan jeroan sampai
tiba di wilayah Negara Republik Indonesa;

Negara Asal dan Unit Usaha; dan

kemasan, label, dan penganghkutan.

Pasal 7

Jemis karkas, daging, dan/atau jeroan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 hural a yang berasal deri
jenis lembu tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Jenis karkas, daging, dan/atau jercan yang berasal
dari selain jems lembu serta olahannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a tercanmim dalam

Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpleablan
dari Peraturan Menteri ini.

Jenis karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannvs batk
yang berasal dari jenis lembu maupun seluin jenis
lembu vang tidak tercantwm dalam Lampiran | dan
Lampiran Il sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan
ayat (J) dapat diberikan rekomendasi scpanjang
memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal

bagi yang dipersyaratkan.
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Pasal 8

Masa penyimpanan  karkas, daging, dan  jeroan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, untuk:

a. karkas, daging, dan jeroan beku (frozen) paling lama 6
(enam) bulan scjak pemotongan ternak hingga batas
waktu tiba di wilayah Negara Republik Indonesta, padn
temperatur penyimpanan maksimum minus 18YC dan

b, karkas dan daping segar dingin (chilled) paling lama 4
(tiga) bulan sejak pemotongan ternak hinpga batas
wai;:m tiba di wilayah Nega_t'».a Republik Indonesia, padn
temperatur penyimpanan maksimum 49,

Pasal 9

Persyaratan Negara Asal scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf ¢, harus bebas dari:

a, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Fever
(RVF), Contargions Bovine Fleurgpneumonia, dan Bovine
Spongiform Encephalopathy (BSE] untuk pemasukan
daging ruminansa besar,

b. Penyalit Mulut dan Kuku (PME}, Rift Valley Fever
[RVF), Sheep and Goat Pox, Peste des Petits Ruminants
[PPR), dan Serapie untuk pemasukan karkas, daging,
dan jéroan ruminansia kecil;

c. Penyakit Mulut dan Kukuo (PME], Rift Valley Fever
(RVF)], Classical Suine Fever (CSF)/Hog Cholera dan
African Swine Fever (ASF) untuk pemasukan karkas
dan daging babi; dan

d. Penyakit Highly Pathogenic Avian Influerza (HPAI) dan
paling kurang dalam jangka waktu 90 {(sembilan
puluh) hari terakhir dalam radius 50 (lima puluh)
kilometer sebelum pelaksanaan penpeluaran  dar
Negara Asal teiah dinyatakan tidak dalam keadaan
wabah penyakit Newcastle Diseuse [ND), Duck Viral
Hepatitis ([DVH), dan Duck Viral Ententis (DVE) untuk
pemasukan karkas unpgas.
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Pasal 10

Pemasukan dapging ruminansia besar dar negara

dengan status rnsike BSE dapat o dikencalikan

{controlled BSE risk], dapat ditctapkan scbaga: Negara

Asal.

Daging ruminansia besar darl negara dengan statbs

risiko BSE dapat dikendalikan [controlled BSE rsk)

sebapaimana dimaksud pada ayal (1) berupa:

a. daging tanpa tulang (boneless/ deboned  meat],
kecuali vyang dipisahkan secara mekanis
(Mechanically ~ Separated  Meat/MSM dan
Mechanically Deboned Meat/MDM); atau

b, daging dengan tulang (bone-un medt)

Daping dengan tulang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2] huruf b harus berasal dari:

a. ternak yang lahir dan dibesarkan di Negara Asgal
dan sepanjang hidupnya tidak pernah diberikan
pakan yang mengandung bahan asal ruminansi;

b, ternak berumur maksimal 30 (tiga puluh) bulan;
ternak yang telah lulus pemerniksaan ante mortemn
dan tidal dipingsankan (stunning denpan cara
menyuntikkan udara atau gas bertekanan ke
rongea kepala, dan

4. karkas telah lulus pemeriksaan post martem dan
telah dilakukan tindakan pericégahan

terkontaminasi Specified Risk Material (SEM).

Fasal 11

Dalam hal Negara Asal belum bebuas PMK dapat

ditetapkan sebagai Negara Asal daging rirninansia

alahan dan daging babi olahan dengen persyaratan
telah:

@ dilayukan pada pH daging di bawah 5.9 serta
dipisahkan  limfoglandula (deglanded] dan
tlangnva (deboned), dan

b. dipanaskan lebih dari 800C selama 2-3 menit
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{2} Untuk daging babi olahan yang tidak dilakukan
pemanasan sebagaimana dimaksud pada  ayar (1)
huruf b dapat dilakukan  melalul proses pengeararan
paling kurang 12 (dua belas) bulan.

Fasal 12
Status penyakit hewan di Negara Asal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11
didasarkan pada deklarasi Badan Keschatan Hewan Lunia
(World Organization for Animal Health/Qffice International
des Epizooties).

Pasal 13
(1) Persyaratan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 hurufl ¢ harus:

a. di bawah pengawasan dan terdaftar sebagat unit
usaha pengeluaran oleh Otaritas Veterner Negara
Asal;

b, tidak menerima hewan dan/atau mengolah
produk hewan yang berasal dan negari tertular
penyakit hewan menular schagaimana dimaksud
dalam Pasal 9;

c. Tmenerapkan Sistem jaminan Keamanan pangar
sesual  dengan  ketentuan internasional  yang
dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan
keamanan pangan vang diterbitlean oleh otoritas
kompeten yang diakui secara internasional;

d. memiliki dan hanya mencrapkan sistem janunan
kehalalan untuk seluruh proses produksi (fully
dedicated for halal practices] serta mempuny
pegawal telap yang bertanggung fawalb dalam
pelaksanazn  penyembelihan, — pemotongan,
penanganan, dan pemrosesarn secara halal; dan

e. rumah potong hewan selain rumah potong hewan
babi mempunyai juru  sembelin halal dan
disupervisi nleh lembaga sertifikasi halal yang
diakui olch pemerintah Indonesia.



(2)

{1

(2)

<)

(1)
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Pencrapan sistern jaminan kehalalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufl d pada rumah potong
hewan unggas horus menerapkan  penvembeliban
gecard manual untuk setiap unggas oleh juru sembelih

halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf e

Pasal 14
Negara Asal dan Unit Usaha dapat ditetapkan sebaga
MNepara A4sal dan Unit Usaha setelah  memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,

Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13,

Penetapan Nepara Asal dan Unit Usaha sebagamana
dimaksud pada ayat (1} dilakukan oleh Marekiur
Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan
Menteri Pertaniar.

Direktur Jenderal dalam menctapkan Negara Asal dan
Unit Usaha sebapaimana dimaksud pada ayat (2]
berdasarkan persyaratan sebagaimana dimalesud pada
ayat (1) dengan mempertimbangkan hasil analisis.

risiko.

Pasal 15

Analisis risiko scbagaimana dimoksud dalam Pasal 14

ayat (3} dilakukan melalui tahapan:

g, penetapan  tnghat perfindungan  yang dapat
diterima (acceptable level of protection) sesual
dengan jenis penyakit;

b. pemeriksaan dokumen  [(desk remieny)  dan
verifikasi (on site revietd) sistem penyelenggsruan
keschatan bewan dan jaminan keamanan produk
hewan di Nepara Asal; dan

c. pemeriksaan dokumen (desk review| den audit
pemenuhan (on site review) sistermn  jaminan
keamanan dan kehalalan produle hewan di Unit
Usaha.
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Analisis risiko scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilalukan oleh Tim  Analisis  Risike yang
keangpotaannyva terdiri atas wakil darm Direktorar
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan
Karantina Pertamian, Komisi Ahli Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masvarakat Veteriner, dan pakar
dengan latar belakang keilmuan terkait,

Verifikasi pemenuhan sistem penyelenggaraan
kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk
hewan di Negara Asal sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf b dilakukan oleh Tim Pemulai Negara
Asal yang keanggotaannya terdin atas wakil dan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,
Badan Karantina Pertanian, dan Komisi Ahli
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakal
Vetenner.

Audit pemenuhan sistem jJaminan keamanan dan
kehalalan produk hewan di Unit Usaha sebagaumana
dimaksud pada aya: (1) huraf ¢ dilakukan oleh Tim
Penilai Unit Usaha yang keanggotaannya lerdin atas
wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan, dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan
dan Keschatan Masyarakat Veteriner,

Tim Analisis Risiko scbapaimana dimaksud pado ayat
(2), Tim Penilai Mepara Asal sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dan Tim Penilat Unit Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (4] ditetapkan oleh
Direktur Jendera] atas nama Menteri dalam bentuk
Keputusan Menter Pertanian.

Penetapan penambahan Unit Usaha dan Negara Asal
yang telalh  ditetnpkan dilmkuksn molaln Fahinpan

analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat {1},

Pasal 16
Jika hasil analisis risiko Negara Asal, risiko melebiin
tinglat periindungan  vang dapat diterima
st;:bagmmnna dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) hurul
a, Dircktur Jenderal menerbitkan surat penolakan
penetapan Negara Asal.



(2] Jika hasil analisis risiko Negara Asal, risika lebik
rendah atau sama dengan tingkat perlindungan vang
dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) hurufl &, Direktur Jenderal atas nama Menterni
menetapkan Negara Asal secbagar Negara  Asal
Pemasukan dalam bentuk Keputusan Menten

Pertanian.

Pasal 17
Persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huraf d harus:
a, ash dari Negara Asal dan memiliki label; dan
b. terbuat dari bahan khusus dan aman untuk pangan
(food ¢ rade), serta tidak bersifat tolosil.

Pasal 18
Persyaratan label sebapaimana dimaksud dalam Pasal §
huraf d mengeunakan bahasa Indonesia dan  bahasa
Inperis dengan mencantumkan:
a. negara fujuan Indonesia;
b, NEV|
c. tangeal penyvembelihan, pemotongan, dan/atau

tanggal produks:;

d. jumlah, jenis, dan spesifikasi karkas, daging, jeroan,
dan/atau olahannya; dan

e. tanda halal bagi yang dipersyaratkan.

Pasal 19
Persyaratan pengangkutan  karkas, daging, jeroan,
dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud dalam Fasal &
huruf d sebagai berikut:
a. dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat
pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia;

b. karkas, daging, jcroan, dan/atau olahannya sebelum
dimuat ke dalam alat angkuat harus dilakukan

tindakan karantine hewan di Negara Asal;
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¢ pemasukan dengan cara transit dilakukan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan i
bidang karantina hewan;

d. penganghutan karkas, daging, jeroan, dan/atau
olahannya untuk yang bersertifikat halal dan yang
tidak herserlifikat halal dilarang dalam satu kontainer;
dan

e,  setibanya di tempat pemasukan, kerkas, daging
jeroan, danjfatau olahannya dikenakan tindakan
karantina hewan sesuai dengan ketentuan Peraturap

Perundang-undangan bidang karantina hewar.

5aAB 111
TATA CARA PEMASUKAN

Pasal 20
Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (3] pemohon mengajukan permohonan
secara online kepads Direktur Jenderal melalul Kepala

-PPVTPP.

Pasal 21
Permehonan Rekomendasi oleh Pelalu Usaha, BUMN,
BUMD, Lembaga Sesial, dan Perwakilan Negara Asing/
Lembaga [nternasienal dapat dinjukan pada hart kerja.

Pagal 22
(1) Permohorian Rekomendasi yang diapikan oleh Pelaku
Usaha, BUMN, dan BUMD sebagammana dimualesud
dalam Pasal 21 harus dilengkapi persyaratan:
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas
pimpinan perusahaarn;
b. Nomor Poknk Wajib Pajak (NFWP},
e, Surat lzin Usaha Perdagangan [SIUF);
d. surat tanda daltar atau izin usaha di brdang

peternakan dan kesshatan hewan;
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skta pendirian perusahaan dan perubabannya
yang terakhir;

NEV,

Angla Pengenal Importir (APT);

surat keteranpgan bermaterai mempunyai empat
penyimpanan berpendingin (eold storage| yang
telah memiliki NKV dan alat transportas
berpendingin disertai bukti; dokumen
pendulungnya, kecuali untuk pemasukan daging
alahan siap saji yang tidalk memerlukan [asilitas
berpendingin sebapaimana informasi pada label
produk;

rekomendasi dinas provinsi;

mempunyai dokter hewan yang berkompeten di
bidang Kesmavet, dibuktikan dengan sural
pengangkatan atau kontrak kerja dan pimpinan

perusahaan,

laporan rekapitiulasi realisasi pemasukan karkas,
daging, jeroar, dan/atau olahannva wakiu
pemasukan sebelumnya;

rencana distribusi  karkas, daging, jervan,
dan/atau olahannya sesual format-2;

surat pernyataan bermateral yang menyatakan

bahwa dokumen yang disempaikan benar dan
sah.

tidak sedang memiliki permasalahan hukum

terkait dengan rekomendas) pemasukan.

(2] Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh lembaga
sosial sebagaimarna dimaksud dalam Pasal 21 harus

dilengkapi persyaratan!

a.

Kartu Tanda Penduduk [KTP) dan/atay wdentitas
pimpinar lembaga sosial;

akia pendinan lembapa sosial dan perubahannya
yvang terakhir,

penatapan schiagai lembaga sonial dari instans
berwenang,

keterangan pemberian hibah dar Nepara Asal,



{3)

(1)

(2}

(3]

IR

e. bukti MempLnyal Lermpat PETY IR
berpendingin (cold storage) yang telah memiliki
NKV dan dokter hewan penanggung jawab teknis;

. surat pernyataan tidak akan memperjualbelitan
karkas, daging, Jeroan, dan/atau olahannyd,

g. keterangan calon penerima; dan

h. surat pernvitasin bermatersi yang meonyvatakan
dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Permohonan  Rekomendasi  yang diajukan  oleh

perwakilan negara  asing/lembaga internasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus

dilenglapi persyaratan:
a. identitas pimpinan danfatau  wakidl  yang
ditugaskan/dikuasakan;

b. buku mempunyai  tempat  penyumpanan
berpendingin (cold storagel;

g. surat pernyataan untuk kebutuban intemal dan
tidak diedarian; dan

d. surat pernvataan bermateral yang menyatakan

dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 23

Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan secara
online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
melakukan  venfikasi kelengkapan persyaratan
administrasi schagaimana dimaksud dalam Pasal 22,
dalam jangka wakiu paling lama 1 (satu} han kera
sudah memberikan jawaban menolal atau menerim.
Permohonan ditolak sebagaimane dimalesud pada ayat
(1) jika persyvaratan administrast sebagaimani
dimaksud dalam Pasgal 22 tidak lengkap danjatau
tidak benar.

Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat
[2) diberitahukan olch Keopala PPYVTPP  kepada

pemohon disertai alasan penolakannya secara online
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(4] Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) jika telah memenuhl persyvaratan administras
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,

(5] Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada
ayat (4] diteruskan kepada Direktur Jenderal secara
online.

Pasal 29

{1} Direktur Jenderal setelah menerima  permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 23 ayat [5)
melakukan kajian teknis dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) harl kerja sudah memberikan jawaban
menolak atau menyetujui.

|2) Permohonan ditelak sebapaimana dimaksud pada ayat
(1] jiks tidal memenuhi persyaratan sebagaimana
dimal:sud dalam Pasal &.

(3] Permohonan ditolak sebagaimana dimalksud pada ayat
(2] diberitahukan aleh Direktur Jenderal kepada
pemohon melalui Kepala PPVTPP dalam hentuk surat
penolakan scoara online.

(4] Permohonan disetupn sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) jika memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal &,

(5] Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diterbitkan Rekomendast oleh Direltur
‘Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 25
Penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (5) untuk pemasukan karkas, daping, jeroan,

danfatau olahannya, mempertimbangkan  realisas

pemasukan sebeluvmnya dan rencana distribus:.

Pasal 26
{1} Rekomendast sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (5) disampaikan olch Ducktur Jenderal kepada
Kepala PPVTPP cecara online.
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(2}
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(@) Kepala PPVTRE
56
&baﬂ??jmﬂﬂﬂ dimaks
kepada mernter;

telah

menertima Heknmendasi
- EnYampaikan
TANE  menyeley BEArakan

el pada ayar (1) o

pﬁmﬂin h | - HJ_L.II'H’.'IFI

hdﬂm-m an di btdang perdagangan melalu: portal
e Neationg) Stngle  Window (INSW| ¢

tembusan disa " e

mpaikan kepads Pemohan.

Piizal 27

mendapatkan Rekomendas;

fﬁbagwmana dimaksud dalam Pasal 25 avat (2) dalam
Jangka wakty paling lama 3 (tiga) bulan
penerbitan  Rekomendasi,

mpor  dari Komenterian

Pemohon  setelap

sejak tangpal
untuk mengajukan  izin
yang mﬂn}-l:lcngp,am_[-.:;m
urusan pemerintahan di bidang perdapanean.
Rekomendasi scbagrimarnia dimaksud dalam Pasal 26
ayat (2) hanva berlaku untuk saty kal; pengujuan izin
Impor.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pemohon tidak mengajukan izin Lmpor,
rekomendasi dinyatakan tidak berlaloy.

Pasal 28

Relomendas; scbagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayal
[5), paling sedikit memuat;

-

bl

m oA Ao

noraor Bekomeridas;

namn, NPWF dan alamat pemohon, seria alamat
tempat penvimpanan berpendingin (eold storage);
nomor dan tangeal surat permohonan;

fepara Asal;
nama dan nomor establishment Unit Usaha pemasok;

kode HS dan urmian produknya termasuk jumlah
Kilogram (Kg) per kode HS;

porsyaratan tekmis Kesmavet,

tempat pemasukan;

masa berlaku pemasukan; dan

tyjuan penggunian.
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Pasal 20

Nomor Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 huruf a dicantumkan dalam Certificate of Health vang
alan menyertai produk pada setiap pengiriman.

Pasal 30

(1] Masa berdalu pemasukan sebagmimana dimalesiid

[2)

[3)

(1]

(2]

dalam Pasal 28 huruf 1 untuk jangka waktu selama 6
(enam) bulan terhitung sejok tangpel diterbitian
Rekomendasi.

Dalam hal MNegara Asal yang tercantum  pada
Rekomendasi terjadi wabah penyakit hewan menular
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan
Pasal 11, Rekomendasi yang telah diterbitkan
dinyatakan tidak berlaku,

Permohonan Rekomendasi dapat disampaikan kembali
untuk negara selain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sebelum batas waktu Rekomendasi berakhir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pasal 21

Tujusn penggunaan sebagamana dimaksud dalam

Pasal 28 huruf j terhadap karkas, daging, jeroan,

dan/atau olahannya yang memerlukan penanganan

rantai dingin sehapaimana dimaksud dalam Pasal 3,

untuk hotel, restoran, katering, industri, pasar, dan

kepertuan khusus lainnya yang menubla fasilitas
rantai dingin.

Keperluan khusus lainnya scbagaimana dimaksud

pada ayat (1), meliputt:

a. kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan
ibadah, sosial, atau kepentingan penangrulangan
bencana,

b. keperluan perwakilan negara  asing/lembagd
internasional beserta pejabatnya vang bertugas ds
Indonesia;
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c. keperluan penelitan dan pengembangan  ilmu
pengctahuan; mla

d. contoh yang tidak diperdagangkan (keperluan
pameran) sampal dengan 200 [dua rstus)
kilograum.

Fasal 32

Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, lembaga sosial, dan

perwakilan negara asing/lembaga internasional yang

melakitkan pemasulan  karkas, daging, jeroan,
dan/atau olahannva, dilarang:

a. mengajukan perubahan Negara Asal, Unit Usaha,
tempat  pemasukan, ienis/kategori  karkas,
daging, jeroan, dan/atau olahannya terhadap
Rekomendasi yang telah diterbitkan; dan

b. mpiclakukan pemasubkan jenis/lategon  karkas,
daging, jeroan, dan/atau olahannya seiil yang
tercantum dalam Rekomendasi,

Pelalku Usaha, BUMMN, BUMD, lembaga sosial, dan

perwakilan negara asing/lembaga internasional, vang

melakukan pemasukan karkas, daging, jeroan,
dan/atau alahannva, wajib:

a. melakukan pencegahan masuk dan menyebarnya
Penyakit Hewan Menular sesusr  dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

b. melaporkan realisasi pemasukan karkas, daging,
jeroan, danfatau olahannya  sebaganunana

tercantinn dalam Lampiran [ dan Lampiran I
setiap bulan paling lambat tanggal 15 [lima belas)

bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal
secara  online  sesual  format-3 dengan
melampirkan scan Pemberitahuan Impor Barang
{PIB} untuk jenis produk yang telah terkena

ketentuan pencatatan realisas: pemasulan secam

elektronik; dan
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(2

3

(4)
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c. melaporikan relkapitulasi realisas: pemasulkan
karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya
waktu pemasukan sebelumnya pada saat
mengajukan Rekomendasi,

Pelaku Usaha, BUMN, dan BUMD yang melakukan

pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau

glahannya yang tercantum dalam Lampiran | dan

Lampiran Il wajib menyampaikan laporan distribus

karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya Kepada

Direktur Jenderal secara online sesuai lormat-4 setiap

hari Kamis.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 32
Karkas, daging, jeroan, danjatau claharmya yang
telah  dilakukan tindakan karantina  berupa
pembebasan  dilakukan — pengawasan terhadap
pemenuban persyarntan Kesmavel.
Pengawasan scbagaimana dimalksud pada ayat (1)
dilakukan oleh dokter hewan berwenang vang memiliki
kompetensi sebagal  pengawas Kesmavel di
Kementerian, provinsl, dan kabupaten/kota sesual
dengan kewenangannya.
Karkas, daging, jeroan, dan/fatau olahannys yang
telah  dilakukan tindakan  karantina  Derupa
pembebasan, selain  diawasi  oleh  pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, dapat dilakukan
pengawasan oleh masyarakat.
Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan
dugnan penyimpengan terhadap karkas, dagng,
jeroan, dan/atav olahannya vang beredar.
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(5] Laporan cleh masyarakat sebegaimana dimaksud pada
ayat (4] disampatkan kepada pengawas Kesmuavet
setempat untuk dilakukan penyelidikan dan lindak
larjut

Pasal 34
Dalam hal di wilayah provinsi atau labupaten/kota belum
memiliki pengawas Kesmavet scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 avat (2), pelaksanaan pengawasan
dilakukan ocleh pengawas HKesmavet provins: atau

kabupatenkota terdekat,

Pasal 35
Pengawasan oleh pengawas Kesmavet sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan pemeriksaan

terhadap:

a. kondisi fisik larkas, daging, jeroan, dan/atay
olahannya;
dokumen;

kemasan dan label;

nonoo

tempat penyimpanan dan alat angkut; dan

-

tempat penjajaan, khusus untuk produk olahan

Pasal 36

(1] Pemeriksaan kondisi fisitk karkas, daging, jeroan,
dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud dalaim
Pasal 35 huruf o, dilakukan secara organoleptik

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan secara organaleptik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, ditgmukan
adanya penyimpangan harus dilakukan pengambilan
sampel untuk dilakukan pengupan lebih lanjue.

(3] Pemerikssan dolumen sebagmmana dimalesud dalam
Paszal 35 huruf b, dilaltukan dengan pemenksaan
terhadap kelengkapan berupa scrtifikat vetermer dan
sertifat halal bapi vang dipersyaratican.



(4)

(3)

(1)

(3)
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Pemeriksaan  kemasan  dan  label  sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 35 huruf ¢, dilakukan terhadap
kesesuaian keterangan mengenai  nama  produlk,
produsen,  tangpal  produksi  dan/ataus tanggal
kadaluarsa, jenis/kategori produk, sertn tanda halal
bagi yang dipersvaratkan.

Pemeriksaan tempat penyimpanan dan alat anglost
schagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, dan
tempat penjajaan. khusus untuk produk  olahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e
meliputi kesesuaian persyaratan higiene samtast, dan
suhu ruangan sesual dengan jems karkas, dagmng,
jeroan, dan/atau olihannya, serta pemisahan produk
halal dan non halal

Pasal 37
Pengawasan sebapumana dimaksud dalam Pasal 33
dilaleukan paling sedikit 4 (empat] bulan sekali, atau
sewaktu-wakiu apabila diketahui adanyva dugasn
penyimpangan terhadap tidak dipenuhinya
persyaratan teknis Kesmavet
Pengawas Kesmavet sebaguimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat |2) melaporkan hasil penpawasannya
secara berkala atau sewaktu-wakeun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal, dan
kepala dinas provinsl atau kabupaten/kotn sesua)
dengan kewenangannya
Birektur Jenderal, kepala dings provinsi, atau kepala
dinas kabupaten/kota sebagaimana dirmaksod pada
ayat (2) menyampaikan laporan hasil pengawasan
secara berkala atau sewaktu-walty kepadn Menteri
melalui  Direkiur  Jenderal,  Gubernur  atau

Bupati/Walikota sesuai denpan kewenangan YA



(1]

(2]

3]

BAB V
KETENTUAN SANKS

Pnosal 38

Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, lembaga sosial, atau

perwalilan negara asing/lembags intermasional yang

melanggar Pasal 4 ayat (2] dan ayat (6}, dikenakan
sankst ntidak  diterbitkan  rekomendasi  untul
pemastkan selama 1 (satu) tghun, dan diusulkan aleh

Menteri kepada menteri yang menvelenpparakan

urusan pemermtnhan di bidang perdagangan untuk

dikenakan sanksi sesual denpan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan,

Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, Lembaga Sesial, dan

Perwakilan Nepara Asing/Lembaga Internasional Vang

melangpar Pasal 8 dikenakan sanks: tidale diterbitkun

rekomendasi untuk pemasukan selama | (satu) tahun

Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, Lembaga Sosal, dan

Perwakilan Negara Asing/Lembapa Internasional yang

melanggar;

a. Pasal 22 ayat (1} hurufl k, dikenakan sanksi
peringatan tertulis, dan apabila tidak diindahkan
dikenakan sanksi tidak diterbitkan rekomendast
untuk waktu masa pemasulkan 1 (satu) tahun,

b. Pasal 22 -ayat (1) hurufl |, dikcnaksn  sanlbsi
peringatan tertulis, dan apabila’ tidak diindaidan
dikenakan sanksi tidak diterbitkan rekomendasi
untuk waktu masa pemasukan | {satu| tahun

¢. Pasal 22 ayat 1) huruf m, dikenakan sanls tidak
diterbitkan  Relkomendasi  untulk pemasukan
sclama 1 (satu) tahun.

d. Pasal 22 ayat (4) haruf h, dikenakan sanksi tidalk

diterbitkan  Rekomendasi untuk  pemasukan
selama | (satu) tahun,

e.  Pasal 22 ayat (3) huruf d, dikenakan sankai tidak

diterbitkan  Rekomendasi  untuk pemasulan
selama 1 (satu) talan,
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(4) Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, lembags sosial, dan
perwakilan negara asing/lembaga internasional yang
melanggar Pasal 42, dikenakan sanksi perngalan
tertulis, dan apabila tidak diindahkan, dikenakan
sanks tidak diterhitkan rekomendast untule wakta

masa pemasukan O {enam) bulan,

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30
(1) Negara Asal dan Unit Usaha yang telah melakukan
Pemasukan disetujul sebagai Negara Asal dan Unit
Usaha Pemasukan schelum Peraturan Menten i
diundangkan ditetapkan sebagai Negara Asal dan Ut
Usaha Pemasukan.
(2] Rekomendasi vang telah diterbitkan  sebelum

Peraturan Menteri ini diundangkan masth  tetap
berlalu sampai habis masa berlakunya,

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40
Pada saat Peraturan Menterl ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 58/Permientan/PR.210,/11/2015
tentang Pemasukan Karkas, Dapging, dan/atau Olahannysa

Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nemor [820),

dicabut dan dinyatakon tidak berlalku,

Pasal 41
Ketentuan  pencantuman nomor  Rekomendas:  dalam
Certificate of Health srbagaimana dimaksud dalam Pasal 29
muiai berlaku setelah 2 [tiga) bulan terhitung sejale tanggal

Peraturan Menteri ini diundanglkean.



Pasal 42
Peraturan Menteri inil mulai berlaku  pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri in dergan
pencmpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Juli 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

N SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada ianggal 19 Juli poie

DIREKTUR JENDERAL
FPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REFUBLIK INDONEEIA,
-

WIDGCDO EK

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20160 NOMOR 1047



LAMPIRAN | PERATURAN MENTERI PEETANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  : 34/Permentan/PK.210/7 /2016
TANGGAL : 15 Juli 2016

KARKAS, DAGING, DAN/ATAU JEROAN DARI JENIS LEMBLU
YANG DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM WILAYAHN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

| KETERANGAN
JENIS ITEM | JENIS ITEM
NO. in ER;E m KATEF}DRI POTONGAN | POTONGAN
DAGING (INTERNATIO | [INDONESIA)
WAL
1 2 3 4 = &}
02.01 Daging binatang jenis lemb, segar atau dingin
1 0201.10.00. | Karkas dan setengah karkas
00
2 0201.20.00. | Potangan Potongan Short loin Has Pendek
oo daging Primer Rump & Has dan
lainnya, (Prime Cuts) | Loin Lanung
bertulang bertulang
! (Bone in) T-Bone Steak has
r Steak pendek
Short Rihs [ga pendek
oFP Lamrsir
Ribs/ Ribs utith
4 bertulang
dan nama atau jeme lain
yang berasal darl baglan
| punggung dan dada
3 0201.30.00. | Daging Potongan Tenderioin | Has dalam
0o ranpa Primer Side Strap Eamipa
tulang (Prime Cuts) | Off anakan
(Buneless) Tenderlomn/ | Has dalam
Siilet Strap tlengan
afrr arakan
| Butt Upang has




KETERANGAN T
JENIS ITEM | JENIE ITEM |
NG ROSINRIES HipIAN KATEGORI POTONGAN | POTONGAN
sl DARRNO DAGING {INTERNATIO | (INDONESIA)
NAL)
1 ] 3 4 5 &
tenderlom dalam
Striploin/ Has [uar
strioin
Trip-trip Panghal
/ Bottom tanjlng
strioin bawah
tnangle persth
Fillet of loin | Insan daging
PIIEEATE
Chuck loin Has samml
Short plate | Sandung
lamiuar
Sirlotn Has tanjung
Butt/ bersih
Rostbiff
dan nama atau jenis lain
vang berasal dan punggung
dan dada
Potongan Knuckle Dagmg
Sekunder kelapa
(Secondary | Topside/ Penutup
Cuts) trigide utuh
Chitstde Pendasar
dengan
gandik
Chugic Samyl
Bladey/ Cold Sampil kecil
dan nama atau jenis lain
yang berasal darn  bagian
paha depan dan paha

belakanpg




KETERANGAN
POS TARIF/ URAIAN JENIS ITEM | JENIS ITEM
NO. S — e KATEGORI POTONGAN | POTONGAN
DAGING [INTERNATIO | (INDONESIA)
NAL)
1 2 3 4 5 B
Potongan Trimmings Tetelan 65
Industri 65 sampal sarmpai
{ Manufacturi | dengan 95- | dengan 95-
ng Meat L CL
Hindguarter | Prosst
Belakang
Forquarter Prosot
Depan
dan nama atay jenis daging
ndustri lainnya.
02.02 Daging binatang jenis lembuy, belou
4 202.10.00. |Karkas dan setengah karkas '
00
5 0202.20.00. | Potongan Potengan Shortlgin Has
Qo daging Primer | pendek
lainrya, {Prime Cuts] Rump &Lein | Has dan
bertulang tanjung
(Bane ir) - bertulang
T-HoneSteak | Steak has
pendek
Short Ribs lgaPendek
Bertulang
P Ribs/ Ribs | Lamusir
Prepared Ll
Brisket/ " Lamusir
Short plate utuh
bertulung

dan nama atay jenis lam

yang berasal dar bagan

pungeung dan dada




Eye

KETERANGAN
JENIS ITEM | JENIS ITEM |
NG, | T AR IR KATEGORI | POTONGAN | POTONGAN |
s e BARANG DAGING (INTERNATIO | (INDONESIA) |
NAL)
1 2 3 4 5 &
Polengan Brisket i
Sekunder piate/ Ribs
(Secondary Spare Ribs
Cuts) Back Ribs
Koriro Ribs
Neck Mear
Hone in
Shink/
Sharc
dan nama atau jenis lain |
yvang berasal dar bagan
paha depan dan paha
belakang
& 0202.30.00. | Daging Potongan Tenderln | Has dalam
20 tanpa Primer Sicle tanpa
mlang {Prime Cuts) Strap Off anakan
(Baneless} Tenderloin | Has datar |
dengan
arakan
Buirt Ujung has
Tenderloin dalam
Striploin/ Has luar
striotr
“He | Pangial
T/ Bottorn, | tanjung
Sirloin bawah
Triangle bersih |
Cuberolly Larmusic
Hib



KETERANGAN
T il W P bl i
HS CODE BARANG i R
DAGING (INTERNATIC | (INDONESIA)
NAL)

1 . 3 4 5 &
Tenderloin | Steak has
steak dalam
Staploin Steak has
steak luar |
Cuberoll/ | Steak |
Fib lamusr
Eyesteak
Topsirloin Pangkal

tarjung
atas
" Sirlam Has .
Butt/ tanjung
Fostbiff bersih
Rump cap Steak
i tanjung
Fillat of loin | Irisan
daging
pinggang
Chueke foin Has sampil
Short Ribs | Daging lga |
Pendek
Short plute | Sandung |
Lamur
dan nama atau jeniy lan
yang berasal dari bagian
punggung dan dada
_'F_'nmngan Knuchle Daging
Selinder kelapa
{Secondary Tnit-;r'dc'f Penutup
Cut) mside utuh I




KETERANGAN
No | PO TARIT/ e KATEGORT ﬂiﬁ:‘ af;l;r::jﬂ
HS CODE BARANG
' DAGING {INTERNATIO (INDONESIA)
) |
1 2 3 i 5 5
Silverside Pendasar
wtuh
Chutside Pendasar
denpgan
gandik |
Chisch Sampij
Blade/Clod | Sampil keei| |
dan nama alay jenis lain
yang berazal ¢ar] bagian |
paha depan dan  paha |
belakang
Daging Trnmmings Tetelan 65
Industri b5 sampai Sampal
(manufucturin | dengean 65 CL
g meat) 95-CL sampal
dengan
G5.CL
| Disnewed Daging
mineed beef | piling
/ Finely
Textured
Meat
Diced/ block | Daging
Beef balok/dadu
Topside/ Ins Penutup
ide Utuah
Brisket | Sandung
Lamur
Forquarter Prosot |
Diepan |




KETERANGAN |
Rop | o TR ok KATEGORI LEENEE .;E:;;Er:uma::
HS CODE BARANG
DAGING {INTERNATIO | (INDONESIA)
NAL)
1 2 3 4 5 B
Hindgquarier | Prosot
Belakang
dan nama atau jenis
daging industri lainnya
D2.06 Sisa yang dapat dimakan dan binatang jenis lembu,
babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau
hinmie, separ, dingin atau belcu
- dari binatang jenmis lembu, segar atau dingin:

T |ex. Dagﬁng Tounge- | Lidah
0206.10.00, variasi long cut potongan
it (Fancy and panjang

variaty meat) Tounge Liclah
Bonless/ Totirges- Lidah
tanpa tulang short cut potongan
pendek
Tounge- Lidah
short cul polongan
speaal spesial
trim
Tounge Lidah
Swiss cut | polongan
Spenal SLNSS
trirm special
Taunge- Lidah
lang ot potongarn
panjang
Toungs= Lidah
Daging Twl (60707 | Buntut
variasi v
b m il (Fancy and 6561) ! |




KETERANGAN
g, | FOSTARR || MRS ) i | sotongun | eomomons
HE CODE BARANG '
DAGING UNTERNATIO | (INDONESIA|
NAL)
1 2 3 4 3 b
- variety meat)
Bone in [ Tailpieces Potongan
dengan Buntut
Tulang Feet Kala
Heart Jantung
lung Paru-paru
- Dari binatang jenis lembu, beku:
8 | ex. Daging Tounge Lidah
0206.21.00. variasi Tournige- Lidah
oo (Fancy aned lorigout potongan
variety meat) panjang
Boneless/ Totirnge- Lidah
tanpa tulang short pPotorgan
cut pendek
Tournge- Lidah
short cut poltongan
special trim | spesial
Toungs Lidah
Sunss oul potongan
special tnm | FEWISS
spesial
Tongue Pangleal
Ruootf Lidah
Throat
trirm
9. | 0206:22.00. |--Hati —Livers
00
10 | 2x. Laia-lain Daging Cheek Daging Pipr
206.29.00 variasi Meat
20 (Fancy and Head Daging
varietly meat) Mear Kepala




KETERANGAN
FOS TARIF) AT JENIS ITEM I JENIS [TEM
NO. KATEGORI FOTONGAN | POTONGAN
HS CODE BARANG
DAGING (INTERNATID | (INDONESLA)
NAL) |
1 2 3 4 5 6
Boneless/ Lips Bibir
tanpa tulang Tendon Urat
Heart Jantung
Lungg Faru
Daging Tail Buntut
variasi Tail Potongan
(Fancy  and | pieces Buntut
variety meat]| Feet Kalki
Hone i)
dengan
Tulang

MENTERI PERTANIAN
REPHBLIK INDONESIA,

WA

N SULAIMAN




LAMFIRAN 11 PERATURAN MENTER] PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  :34/Permentan/PK.210/7/2016
TANGGAL  : 15.Juli 2016

KAR<AS, DAGING, DAN/ATAU JEROAN YANG BERASAL DAR! SELAIN
JENIS LEMBU EERTA OLAHANNYA YANG DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

rOS
NO TARTIF/ TIRAIAN BARANG KETERANGAN
HE CODE
1 2 3 4 |
I KARKAS DAN DAGING YANG BERASAL DARI SELAIN JENIS LEMBU |
02.03 Daging baly, segar, dingin atau beku.
-Segar atau dingin
1z el --Karkas dan sctengal karkas
0.00
0203.12.0 | --Paha, bahu dan
* 0.00 potongannya, bertulang
a 0203.19.0 dsindad
0.00
- Beku: : |
4. 9203.<1.0 —Karkas dan setengah karkas |
0.00
g 0203.24.0 | --Paha, bahu dan potongannya,
.00 bertulang
- Beku: B
e 0203.29.0 —
0.00
P~ Daging biri-biri atau kambing, ]
segar, dingin atau bely,
s | A | e
0.00 '
dingin
0204.21.0
8. 555 -- Karkas dan setengah karkas




FOS
NO TARIF/ URAIAN BARANG KETERANGAN
HS CODE
1 2 3 4
1204.22.0 | --Potongan daging lainnya, a
2. 0.00 bertulang
10, CeRt2AR0 --Daging tanpa tulang
0.00
-Karkas dan setengah karkas
a204.30.0 dari biri-hirn muda, belm
600 -Daging lamnya dari biri-bir,
belau:
12. ki --Karkas dan setengah karkas
0.00
e 1203.42.0 | —Potongan daging lainnya,
000 bertulanp
14. 201as0 --Daging tanpa tulang
(.00 '
€0t
15. | 0204.50.0 | - Daging Kambing froat careass
.00
—_— Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari
unggas pada pos 01.05, segar, dinpin atau beku
-Dari ayam spesies Gallus domesticus: ]
EX. --Tidak dipotong memnjad:
16. | 0207.11.0 | bagian-bagian, segar atau SRTIERR YRR HRR
000 dingin g dit g
CH. ) |
7 |91 66 --Tidak  dipoteng menjadi | Karkas ayam utuh |
oo bagian-bagian, beku beku
-Dan kalkun:
18. | ex ~Tidak  dipotong menjadi | Karkas Kalkun
0207.24.0 bagian-bagian, separ atau| utuh segar dingin
0.00 dingin




POS
NO TARIF/ URAIAN BARANG KETERANGAN
HS CODE
1 2 3 4
2K, | Karkas Kalkun
-Tidak dipotong  menjadi
19, | 2207.25.0 e " utuh
0.00 pecalZ s belu
- -Dari bebele -
o . [ dT
= el sl ] ks e, -vied
20. | 0207.41.0 bagian-baman,segar atau g
0.00 dingin
= ~Tidak dipotong menjadi| Karkas Itk atuh
.| D207.42.0
4k ; bagian-bagian, beku beku
0.00
- 0207.43.0 -~Hati herlemak, separ atau
| 0.00 dingin
G207.45.0 o T
23, . --Lain-lain, beku
0.00
05 08 Daging dan sisanya yang dapat dimakan dar
: binatang lainnya, segar, dingin atau beku.
Karkas Kanguru
Setengah karkas
keanprary
i Daging Kanguru
24, | 0208.90.9 | --Lain-lain -
Karkas Riisa
0.00

Setengah karkas

rasd

Daging Husa

PRODUK HEWAN OLAHAN

16.01

Sosia  dan produk
semacamnys, dart daging, sisa
daging atau darah; olahan
malkanan berasal dari produk

ini




POS |
NO TARIF/ URAIAN BARANG KETERANGAN
HS CODE
1 2 3 4
25, | ex -Dalam kemagan kedap udara | Sesis dan produk
1601.00.1 Semacamnya,
0.00 berasal
dar daging, olahan
makanan berasal
darn
produk ini.
26. EX. -Lain-lain Sosis dan produk
1501.00.9 Semacamnya,
0.00 berasal dari
daging, clahan
makanan berasul
dari produk ini,
Daging, sisa daging atau darah
16.02 lainnya yang diclah atau
diawetkarn.
16.02.10 -Olahan homozen:
CX. —=Mengandung babi, dalam
27- 1602.10.1 kemasan kedap udara Dari daging babi
£.O0
TH; —Lain-lain Hanya dari daging
28, 1602.10.00. Ruminannsia
oo besar kel
X, -Dari hati binatang Hanva darnn  hat
29, 1602.20.0 bebek
0.00
-Dari bah
1602.9] — Paha dan potongannva:
a0, 1502.41.1 [ --- Dalam kemasan kedap
.00 udara
S 1602.41.90 | —-Lain-luin

an




POS
NO TARIF/ URAIAN BARANG KETERANGAN
HS CODE
1 2 3 9
1602.42 ~Bahu dan potongannya o
10024210, | — Dalam kemasan kedap
o 00 udara
4 | 1602.42 90 | —-Lain-lain
.00
T =Lam-lain, termasulk
campuran:
—Luncheon meat!
4. 1602.49.1 | ——Dalam kemasan kedap
1.00 udara
5%, 1602.49.1 ~---Lain-lain
9.00 -—- Laimn-lain:
. 1602.49.9 | -— Dalam kemasan kedap
1.00 udara
. 1602.4999 | —— Lain-lain
00
38 1G02.50.00 | -Dan binatnng jenis lembuy
00
160290 -lain-lain, termasuk olahan
dari darah binatang:
18, 1602.90.10 | - Karl domba, dalam kemasan
00 kedap udara
o | B 1602.9 | --Lain-lain Kecuali olahan sisa
Q9000

daging dan darah

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

A~

v SULAIMAN




i

KOP Format-}
GARUDA :
BIRU
Momor ]
Lampiran
Hal ¢ Rekomendas: Pemasukan
Yth.

Menteri Perdagangan Rl
Cq. Direkiur Jenderal Perdagangan Luar Negen

di

tempat

Sehubungan dengan surat Saudara {pemoehon| nomor ... tanggal ...... penhal
Permahonan Rekomendasi yang kami terima melalul Kepala PPVTEP nomer ...
tanggal ... dan berdasarksn Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Perfanian

Nomor .. .. tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannyd he
Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dengan ini diberitahuban bahwa:

MNama Perusahaan/Pemohon
NPFWP "emohon

Alamat Perusahaan /Pemohon
Alamat Tempat Penyimpanan

dengan rincian sebagai berikut:
a. Rincian pemasukan

Uraipn Barang/
Katepori Karkas, Daging, Jumlah [Kg)
Jeroan, dan/atau Olahannya

Na, Pos Tanf/ HS
Code

No

b, Negara Asal

c. Tempat Pemasukan

d. Nama unit usaha dan
estgblishment number :

e. Transit

f. Tujuan penggunaan

g. Masa berlaku

diberikan Relcomendas: Pemasulan dengan ketentuan schagar beriboats



7.

. Rekomendasi in! sebagal persyaratan untuk mengajulmn wein impor karbas,

daging, jeroan, dan/atau olahannya kepada Menteri Perdagangun paling lama
3 (tiga] bulan sejak penerbitan rekomendasi.

. Pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau alahannya harus memenubl

persyaratan teknis keschatan seperti yang tercantum dalam lampiran yang
me;upakan bagian tidak terpisahkan dari Rekomendasi ini.

Rekomendasi ini berlaltu untuk masa pemasukan selama & [enam) bulan
terhitung sejak tanggal diterbithan,

. Perurphaan/pemohon dikenakan sanksi apabila melanggar  kelentuan

Peraturan Menteri Pertanian Mamor ... tentang Pemasukan Karkas, Daging.
Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesta

Datam hal terjadi wabah penyikit hewan dan/atau perubahan status
keamnanan pangan di negara asal pemasukan, Rekomendasi ini dinyatakan

tidak herlaku,

Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan rekomendast iy, tidak
memperoleh izin impor karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya darn
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan g bidang
perdagangan, maka rekomendasi ind dinyatakan tidalk berluku.

Rekomendasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikizn Rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dan
diperpunakan sehapgaimana mestinya

Jakarta, ..o = e

an MENTER!| PERTANIAN

DIREKTUR JENDIERAL
PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN

i 7 O ———————

Temkbasan:

Mentert Pertanian;

. Menteri Perdagangan;

- Diresctur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan,
- Kepala Badan Karantina Pertanian;

. Kepala dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan
bewan .....;

. Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian ...
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